IV

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatptamerupakan
urusan wajib bagi Pemerintah Kota Probolinggo datangka memberikan
perlindungan, pengakuan, penentuan status prilzadsthtus hukum setiap
peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting viadgmi oleh penduduk Kota
Probolinggo yang berada di dalam dan di luar Ketdo&linggo ;

b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaadangd-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adstriasi
Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah teRanyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Kota Probolinggo ;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20uif2006 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Penc&tpilasudah tidak
sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk gerandang-
undangan yeng berlaku, sehingga perlu diganti ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimpksladhuruf a, b
dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentangyelsrggaraan

Administrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang PemlzenfDierah-daerah
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timurydal engah dan Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggad4stus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawfhambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Téatbd embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengeskbarensi

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminakiadep Wanita
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(Convention On The Elimination Of All Froms Of Disuination Against
Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal284 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&i6#)3
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimignagiembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengedatter national
Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination
1965 (Konvensi Intemasional tentang Penghapusan SBgalak Diskriminasi
Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indoneskauma 999 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadi8862) ;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubuhgan Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Norh66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoS®i2)3
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Ab&miusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Norh5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB8®6)3
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembmmtBRleraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Is@doid@hun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Mdenmor 4389) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembkantdaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Md@6 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) gabeana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undi&rgor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undangoiNagh Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2968or 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB8wt)4
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewangasen Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia T&@ig6 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&34) 4
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admasstr
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonediam@006 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesizoNd674) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentalagsBeaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi eddpdukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NM@tp Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentanmgp&gian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Barialsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indon€&aiaun 2007 Nomor 82,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@®r)4

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangdtatan Dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang dR#agn
Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Nag&tepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 98) ;

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahu@6 2t&ntang
Penataan Dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatarba(las
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 20) ;

17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun82@htang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerala liRobbolinggo
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nofor

18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2@88ang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatanl Kipta
Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo TahQ8&Nomor 24).

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud denggathist

1. Daerah adalah Kota Probolinggo ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probaingg

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo ;

4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegigt@anataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan melahda®aran Penduduk, Pencatatan
Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependuaaiu serta pendayagunaan hasilnya
untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor, lain

5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang $ang bertempat tinggal secara

sah di Kota Probolinggo ;



10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pendatang adalah Penduduk Warga Negara Indonesing QAsing yang bermaksud
tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktutiati sampai 1 (satu) tahun ;

Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Amimg melakukan kunjungan singkat
di Kota Probolinggo yang lamanya kurang dari “Xtiha

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bandeadsia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagajdegara Indonesia ;

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Initbnes

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai P&trigaerah dibawah Kecamatan ;
Instansi Pelaksana adalah perangkat PemerintahRfotmlinggo yang bertanggung jawab
dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependuduka

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai PeatBgerah ;

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnyangkai KUAKec. Adalah satuan
kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talakj dan rujuk pada tingkat Kecamatan
bagi penduduk yang beragama Islam ;

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang peragama islam ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana galampjutnya disingkat UPTD Instansi
Pelaksana, adalah satuan kerja ditingkat Kecamgtmy melaksanakan pelayanan
Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan;Akta

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yangbidkan oleh Dinas yang
mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti akteraing dihasilkan dari pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Data Kependudukan adalah data orang perseorangandata agregat yang terstruktur
sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduldacatatan Sipil;

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodataughggdpencatatan atas pelaporan
Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduknréabainistrasi Kependudukan serta
penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu tdentatau surat keterangan
kependudukan ;

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang diajgeniduduk yang harus dilaporkan
karena membawa akibat terhadap penerbitan atabaiean Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukanydaimeliputi pindah datang,
perubahan alamat, serta status tinggal terbatapdig¢imggal tetap ;

Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disihngklK, adalah nomor identitas
penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggalrdalekat pada seseorang yang terdaftar
sebagai penduduk Indonesia ;

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, addtartu identitas keluarga yang memuat
data tentang nama, susunan dan hubungan dalanngeelsarta identitas anggota keluarga ;
Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat, idd@i&ah identitas resmi penduduk sebagai bukti
diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku tirsgn wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Regting dialami oleh seseorang dalam
register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana ;
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Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang nielakpencatatan Peristiwa Penting yang
dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana gangangkatannya sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan ;

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami otsseorang meliputi kelahiran,
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pkoga anak, pengesahan anak,
pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahas lstavarganegaraan, pembatalan
perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwangelainnya ;

Kelahiran adalah peristiwva kemunculan atau pemisdeagkap bayi dari ibunya yang
ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjulkiakti-bukti kehidupannya ;

Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari karggun yang berumur paling sedikit 28
(dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkgmetamenunjukkan tanda-tanda kehidupan ;
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seopiggdan wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tanggaj pahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dasestuai dengan peraturan perundang-
undangan ;

Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnkawiean sesuai dengan peraturan
perundang-undangan ;

Pembatalan Perceraian adalah penetapan bataleyaige sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kematian adalah tidak adanya secara permanen Bekeghidupan pada saat manapun
setelah kelahiran hidup terjadi ;

Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk athiekgn hak anak dari lingkungan
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atmgdain yang bertanggungjawab atas
perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersethatam lingkungan keluarga orang
tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapgadian ;

Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayahaprhadknya yang lahir diluar ikatan
perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung ansdbid ;

Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorakgyang lahir diluar ikatan
perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinaa kedng tua anak tersebut ;

Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atgantiaya nama seseorang dalam akta
kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum lyarigku ;

Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan statasggenegaraan dari seorang Warga
Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA nierijdarga Negara Indonesia
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yangtdpkan oleh Pengadilan Negeri untuk
dicatatkan pada Dinas, atara lain perubahan jetasrkn ;

Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Analghagahcatatan pengangkatan anak
diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonessdéami Buku Pelaporan Peristiwa
Penting dan pemberian stempel pada dokumen kepekaludersebut ;



